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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana 

Terhadap Kepemilikan Narkotika Golongan 1 Jenis Tembakau Gorila (Studi 

Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor 

220/Pid.Sus/2021/Pn Tjk)” skripsi ini dilatar belakangi oleh kasus kepemilikan 

narkotika golongan 1 jenis tembakau gorila yang seringkali terjadi dan meresahkan 

masyarakat. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana 

pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kepemilikan narkotika 

golongan 1 jenis tembakau gorila (Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan 

Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/Pn Tjk), 2. Bagaimana pertanggungjawaban 

pidana terhadap kepemilikan narkotika golongan 1 jenis tembakau gorila (Putusan 

Nomor 1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/Pn Tjk), 

Jenis Penelitian yang digunakan  adalah kajian hukum normatif yang menggunakan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang 

digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan 

bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan putusan hakim serta 

penarikan kesimpulan metode deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus secara yuridis dengan 

minimal 2 alat bukti dan secara filosofis melihat kondisi pada diri pelaku dan juga 

sosiologis dilihat pada unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa, 

pertangunggungjawaban pidana tindak pidana kepemilikan tembakau gorila dapat 

dikenakan sanksi penjara dan denda sesuai pada pasal 112 ayat 1 undang-undang 

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Tembakau 

gorila 

 

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu 

  

Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H 

NIP.198301242009122001 

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H 

NIP. 198812032011012008 

 

Ketua Bagian Hukum Pidana 

 

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H 

NIP.196802211995121001 

 



 

 

 1   

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa 

Indonesia adalah negara hukum,1 hal ini dapat dimaknai bahwa hukum menjadi 

dasar dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana diketahui bahwa hukum 

memiliki aspek dan unsur begitu luas, hukum didalam kegiatan manusia memiliki 

peran vital yang dapat mengatur dan mengawasi segala kehidupan manusia. Namun 

Hukum itu sendiri sangat sulit atau bahkan tidak dapat didefinisikan dalam satu 

pengertian yang kongkrit hal ini dikarenakan luasnya ruang lingkup cakupan 

meliputi semua lini kehidupan manusia yang sejatinya akan selalu mengalami 

perubahan dan perkembangan secara terus menerus, Jika ingin mendefinisikan 

hukum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandangan, menurut 

C.S.T Kansil bahwa pembatasan makna hukum yang dilakukan oleh ahli belum 

cukup memberikan kepuasan tentang pengertian hukum, pengertian tersebut 

berdasarkan pendapat individu dan belum bisa mendifinisikan hukum secara utuh. 

Pada dasarnya hukum bergerak mengikuti pola kehidupan manusia, menyesuaikan 

dengan kebutuhan oleh masyarakat itu sendiri, jika tidak maka akan terciptanya 

keterlambatan hukum yang dapat menjadi celah suatu perbuatan yang sebetulnya 

dilarang namun tidak memiliki aturan untuk menjeratnya.  

 
1 Indonesia, Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN No 75 Tahun 1959, 

Pasal 1 ayat 3. 
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 Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kejahatan 

yang sangat sering terjadi di Indonesia, Narkotika telah menjadi musuh bangsa, 

penjualan narkoba pada masyarakat umum dilakukan secara masif dan terorganisir 

sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap generasi penerus karena 

penggunaan narkoba ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga 

remaja atau bahkan anak-anak yang jelas hal ini menggangu kegiatan masyarakat 

dalam berbagai aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan 

narkoba telah menjadi rahasia umum hal ini meningkatkan jumlah pemakai 

narkotika yang semakin memperbesar kemungkinan mereka terjerat tindak pidana 

narkotika, penyalahgunaan narkotika adalah apabila seseorang menggunakan 

narkoba bukan untuk keperluan pengobatan, tetapi orang tersebut hanya ingin 

menikmati pengaruh dari pada kandungan obat obatan tersebut.2 

Pada dasarnya tujuan awal narkotika untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan secara harfiah dapat diwujudkan dalam bentuk pengobatan dan 

pelayanan kesehatan secara umum, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering 

disalahgunakan. Penggunaan narkotika sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan 

berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi 

bangsa.3 Dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba diluar 

indikasi medis serta tanpa petunjuk resep dokter dapat merusak sistem syaraf dan 

 
2 Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba 

Berbasis Masyarakat, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm 56-60. 
3 Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009), Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 33. 
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menggangu kontrol akan tubuh, menyebabkan ketergantungan atau kecanduan akut 

dan bahkan dapat menyebabkan kematian. 

Hukum positif Indonesia telah mengatur tentang narkotika hal ini terdapat 

didalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang 

mengkategorisasi narkotika menjadi tiga golongan dan pada Pasal 1 memberikan 

definisi narkotika : 4 

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 

dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam 

Undang-Undang ini”. 

 

Undang-undang tersebut dikatakan bahwa Narkotika dapat berupa tanaman 

dan juga bukan tanaman (sintetis), seperti tembakau gorila yang tergolong kedalam 

narkotika jenis baru bukan tanaman (sintetis), tembakau gorila ini dapat dikatakan 

sebagai upaya inovasi baru para bandar narkotika karena melakukan modifikasi 

terhadap tembakau dan bahan kimia. Ganja sintetis atau tembakau gorila ini 

merupakan ramuan herbal atau tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan 

kimia sintetis yang hasilnya menyerupai dengan efek psikoaktif dari ganja 

(cannabis).5 Sedangkan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau 

 
4 Indonesia, Undang Undang Narkotika, No. 35 Tahun 2009, LN No 143 Tahun 2009, 

TLN No. 5062, Pasal 1. 
5 Kadek Nonik Silpia Dwi Candra and I gede Yusa, “Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Tembakau Gorila Di Tinjau Dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” Jurnal kerthawicara, 

vol 8 no 4 (2017), hlm 1-15 https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50851, 

diakses pada 28 agustus 2022, jam 17.00 WIB. 
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bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan 

dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.6 

Tembakau legal untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuatan rokok, 

namun jika tembakau dicampuri dengan bahan Prekusor Narkotika maka akan 

menimbulkan akibat hukum yang berbeda, didalam tembakau gorila memiliki 

kandungan yang terdapat didalamnya merupakan bahan kimia Prekusor Narkotika 

seperti AB-CHMINACA, 5-FLUORO-ADB, XLR-11, PB-22, 5F-AMB, AB-

FUBINACA, dan FUB-AMB dan CANNABIMIMETICS efek yang ditimbulkan dari 

bahan kimia ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Tembakau gorila ini 

menyasar kalangan para remaja dan orang dewasa yang menjadi perokok aktif 

dimana cara penggunaanya yaitu dengan melintingnya bersamaan dengan rokok 

yang kemudian dihisap hal ini memicu efek seperti tertiban gorila, badan merasa 

berat dan menimbulkan efek halusinasi. Berdasarkan hasil temuan laboratorium 

BNN, ada efek samping bagi kesehatan tubuh, yaitu badan terasa mengambang, 

berhalusinasi pergerakkan badan terbatas, nyeri dada, hipertensi, stroke bahkan 

Infark Miokardium.7 

Tembakau gorila sendiri sudah terklasifikasi kedalam jenis narkoba 

golongan 1, yang berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan memasukkan 

tembakau gorila dan 27 zat baru dalam kategori Narkotika lewat Permenkes Nomor 

 
6 Indonesia, Undang Undang Narkotika, No. 35 Tahun 2009, LN No 143 Tahun 2009, 

TLN No. 5062, Pasal 1 ayat 2. 
7 Andrean W. Finaka, “Narkoba Jenis Tembakau Cap Gorilla”, 

https://indonesiabaik.id/infografis/narkoba-jenis-tembakau-cap-gorilla, diakses pada 2 september 

2022, jam 12.05 WIB. 
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2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Kini, berdasarkan 

permenkes dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 para penyalahgunaan tembakau 

gorila dapat dikenai sanksi pidana.8 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan 

penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan, penerapan hukum atau 

penerapan diskreasi dari pada penegak sebagai suatu tindakan yang sah berbagai 

penilaian yang berada diantara hukum dan etika.9 Sebagai mana menurut Adnan 

Hasan Baharits “Indonesia memiliki derajat ancaman yang serius terhadap bahaya 

kejahatan narkotika karena dipengaruhi oleh faktor instrumen hukum yang 

mengatur tentang kejahatan narkotika di Indonesia masih lemah dibanding negara-

negara lain” penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh 

hakim masih kurang tepat karena masih ada putusan hakim yang seharusnya 

menjatuhi pidana penjara justru di rehabilitasi atau bahkan sebaliknya, belum lagi 

ketika penjatuhan sanksi pidana berupa penjara haruslah memberikan efek jera 

terhadap pelaku agar tidak melakukan pengulangan kembali. Namun faktanya 

walaupun penegakan hukum terhadap pengguna ataupun kepemilikan narkotika 

telah sering dilakukan namun pada kenyataanya didalam masyrakat masing sangat 

sering terjadi adanya tindak pidana narkotika ini baik sebagai pengguna, pengedar, 

bandar ataupun perbuatan lain yang tergolong kedalam tindak pidana narkotika. 

Contohnya pada kasus yang pertama dalam Putusan Nomor 

 
8 Kartika S Tarigan, “Tembakau Gorilla Masuk Golongan Narkoba, Pengguna Bisa 

Dipidana,”,https://news.detik.com/berita/d-3394164/tembakau-gorilla-masuk-golongan-narkoba-

pengguna-bisa-dipidana, diakses pada 2 september 2022, jam 12.20 WIB. 
9 M. Laica Marzuki, Berjalan-jalan diranah Hukum, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005), hlm 

45-48. 
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1329/PID.SUS/2020/PN.PLG dimana para terdakwa yaitu terdakwa I bernama Arie 

Syahriar als Bombom, terdakwa II Denny Kurniawan als Dito, dan terdakwa III 

Bima Saputra Bin Berni Arianto, bermula pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 

sekira pukul 16.00 WIB saksi melakukan pemesanan tembakau gorila melalui 

media online kepada akun instagram belalai putih sebesar Rp 400.000 (empat ratus 

ribu rupiah) yang akan dikirimkan ke alamat Jalan Teratai putih diskotik Celebes 

kampung baru kota palembang dengan menggunakan jasa kirim JNE.10  

Dua hari kemudian, terdakwa II Denny Kurniawan als Dito, dan terdakwa 

III Bima Saputra Bin Berni Arianto mengambil paket tersebut pada kantor JNE, 

namun ketika hendak menuju kendaraannya kedua terdakwa langsung sergap dan 

diamankan petugas kepolisian berpakaian preman dari Satres Narkoba Polresta 

Palembang sedangkan terdakwa I Arie Syahriar als Bombom berhasil diamankan 

petugas di komplek teratai putih Palembang, ditemukan barang bukti satu bungkus 

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis gorila, dengan hal 

tersebut atas perbuatan terdakwa tersebut jaksa penuntut umum mendakwa dengan 

dua dakwaah pertama melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang 

RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan kedua yaitu melanggar 

ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika.11 

Pada kasus yang kedua pada Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN TJK, 

terdakwa Tomi Wijaya anak dari lianto bermula pada hari Senin tanggal 19 Oktober 

 
10 Putusan Hakim No 1329/PID.SUS/2020/PN.PLG, hlm 4. 
11 Ibid, hlm 25. 
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2020 sekira pukul 17.44 WIB terdakwa menggunakan akun instagram Bomaps 

menghubungi akun Brochill untuk melakukan pemesanan tembakau gorila 

sebanyak 2,5 gram12 dengan harga Rp 250,000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 

dibayar dengan metode transfer, setelah melakukan pembayaran transfer dengan 

rekening M-Bangking BCA terdakwa mendapatkan tempat lokasi pengambilan 

dengan bungkus rokok sampurna mild, terdakwa mendapati bahwa kotak rokok 

tersebut kosong. 

Anggota kepolisian polsekta sukarame yang telah melakukan pemantauan 

lalu menghampiri terdakwa, melihat hal tersebut saudara Trias Hadi melarikan diri 

menggunakan sepeda motor milik Pandu, setelah dilakukan introgasi terdakwa 

mengaku bahwa ingin mengambil tembakau gorila yang dipesan secara online, 

tembakau gorila tersebut sudah dipindahkan oleh anggota polsekta sukarame lantas 

ditunjukan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau gorila 

dan terdakwa mengakui barang tersebut miliknya, lalu terdakwa dibawa kepolsekta 

sukarame. Perbuatan Terdakwa jaksa penuntut umum mendakwa dengan dua 

dakwaan yaitu pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang 

RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 13  

Penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dan mengingat 

pentingnya pertanggungjawaban serta putusan hakim yang berdasar maka dari itu 

penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul skripsi sebagai berikut, 

 
12 Putusan Hakim No 220/Pid.Sus/2021/PN TJK, hlm 3. 
13 Ibid, hlm 14. 
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“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Kepemilikan 

Narkotika Golongan 1 Jenis Tembakau Gorila (Studi Putusan Nomor 

1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/Pn Tjk)" 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka 

permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap 

kepemilikan narkotika golongan 1 jenis tembakau gorila pada Putusan 

No 1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan No 220/Pid.Sus/2021/PN 

Tjk ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan 

narkotika golongan 1 jenis tembakau gorila pada Putusan No 

1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan No 220/Pid.Sus/2021/PN Tjk ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam 

penjatuhan pidana terhadap kepemilikan narkotika golongan 1 jenis 

tembakau gorila pada Putusan No 1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan 

Putusan No 220/Pid.Sus/2021/PN Tjk. 

3. Untuk mengatahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana 

terhadap kepemilikan narkotika golongan 1 jenis tembakau gorila pada 

Putusan No 1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan No 

220/Pid.Sus/2021/PN Tjk. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat yang antara lain : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis dapat dijadikan bahan masukan serta pertimbangan 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan lingkup hukum pidana, 

pertangungjawaban pidana terhadap kepemilikan tembakau gorila. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis membantu dan memberikan informasi kepada individu, 

masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan, 

penegakan, pemidanaan dan pertanggungjawaban terhadap 

kepemilikan tembakau gorila. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu pada 

pertimbangan hakim dalam memberikan putusan berupa sanksi pidana 

terhadap kepemilikan tembakau gorila dan pertanggungjawaban pidana 

terhadap kepemilikan tembakau gorila serta pada Putusan Nomor 

1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Tjk. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana, atau dalam bahasa belanda 

torekenbaarheid serta bahasa inggris criminal responsibility atau 

criminalliability, merupakan suatu bentuk tanggung jawab subjek hukum 

atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, Menurut Van Hamel 
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pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan normal dan kematangan 

psikis yang membawa tiga macam kemampuan yaitu ; 

a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri 

b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang 

oleh masyarakat 

c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.14 

Jika merujuk pada istilah hukum yaitu Liability dan Responsibility. 

Liability merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua 

karakter risiko atau tanggung jawab yang bergantung atau mungkin meliputi 

semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti 

kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas 

untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan responsibility berarti hal 

yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk 

putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban 

bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Secara singkat 

liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat 

akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah 

responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.15 

Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP merupakan Asas legalitas atau 

dasar hukum untuk menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan 

melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah diatur dan 

 
14 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 

2017), hlm 155. 
15 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 

hlm 335-337. 
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sesuai dengan rumusan undang-undang yang berlaku. Menurut Moeljatno 

menyatakan suatu pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan karena 

adanya suatu perbuatan pidana saja, namun juga harus memperhitungkan 

unsur kesalahan atau batin dari dalam diri pelaku hal ini sesuai dengan asas 

hukum green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe dimana yang 

tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, terdapat doktrin actus 

reus dan mens rea dimana hal ini actus reus sebagai kelalaian dan mens rea 

sebagai niat jahat atau suatu kesengajaan untuk melakukan tindak pidana.16  

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan 

pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. 

Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu 

pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental 

dalam tindak pidana.17 Pertanggungjawaban pidana dapat diberlakukan 

hanya kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, perbuatan tersebut 

dapat dicela, cara melakukan celaan tersebut dengan melalui hukum karena 

hal tersebut termasuk kedalam ketentuan pidana, karena dengan norma 

hukum merupakan alat pemaksa. Seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana 

jika telah terpenuhinya syarat atau unsur dalam mempertanggungjawaban 

pidana, sebagaimana menurut Moeljatno syarat pertangungjawaban adalah 

:18 

 
16 Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia 

(Hukum Penitensier, Cet 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 58. 
17 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm 68. 
18 Moeljatno, Asas asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 153. 
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a. Seseorang melakukan perbuatan pidana. 

Sifat melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan 

oleh subjek hukum secara bertentangan dengan undang undang, 

atau dengan kata lain melanggar perbuatan (jenis) yang terdapat 

didalam hukum formil. 

b. Kemampuan bertanggung-jawab oleh seseorang yang telah 

melakukan perbuatan pidana. 

Unsur ini melihat pada keadan diri pelaku dimana baik secara 

psychis atau penyakit, jika terdapat keadaan psychis cacat mental 

atau terganggunya karena penyakit maka keadaan tersebut 

membuat pelaku tidak mempunyai kemampuan sehingga tidak 

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.  

c. Adanya bentuk kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun 

kelalaian dalam perbuatan pidana. 

Kesalahan merupakan syarat untuk memberikan pencelaan 

pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana, dimana perbuatan 

tersebut dapat untuk dihindari namun dapat dicela sedangkan 

kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu pertama, sengaja 

sebagai maksud (opzet als oogmerk), kedua, sengaja dengan 

kaharusan (opzet blj noodzakelijkheids-bewustzijn) atau sengaja 

tentang kepastian (opzet bij zakerheids-bewustzijn) dan ketiga 
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sengaja dengan kesadaran tantang kemungkinan (opzet bij 

mogelijkheids-bewustijn).19 

d. Tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf yang 

menghapuskan pertanggungjawaban pidana. 

Hal ini mengenai unsur menghapuskan sifat melawan hukum 

dimana alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan 

dari perbuatan tersebut, seperti keadaan terdesak, pembelaan 

terpaksa atau karena tugas dan perintah atau juga karena perintah 

jabatan, hal yang didasarkan pada pembelaan diri untuk 

mencegah atau melindungi hak atau hal lainya, sedangkan alasan 

pemaaf noodwear merupakan merupakan pembelaan yang 

diperlukan untuk melawan serangan yang bersifat seketika dan 

cepat,seperti pada pasal 49 ayat 2 KUHP dimana adanya 

pembelaan karena adanya goncangan terhadap jiwa, noodwear ini 

merupakan alasan yang melekat pada orang tersebut secara 

internal secara didalam persidangan juga harus dapat 

membuktikan, karena sangat sulit untuk membedakan noodwear 

ini.20 

 

 

 

 
19 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012), hlm 121. 
20 Agus Rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana (Tinjauan Kritis 

Melaui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya,( Jakarta: Kencana, 2016), hlm 184- 188. 
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2. Teori Pertimbangan Hakim 

Sebagai negara hukum dimana cirinya para hakim harus bebas dan 

tidak memihak telah menjadi ketentuan universal,21 Undang-undang juga 

memberikan batas atas dan bawah pemberian sanksi pidana terhadap 

terdakwa dimana kedua hal tersebut diharapkan mampu memberikan efek 

yang baik pada pertimbangan hakim agar menghasilkan output putusan 

yang berasas keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan bagi masyarakat 

luas. 

a. Pertimbangan Yuridis  

Hakim dalam memberikan pertimbangan harus ketentuan 

peraturan perundang-undangan secara formil, perbuatan terdakwa 

melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana22 

dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan minimal 

sekurang kurangnya dua alat bukti, Keterangan Saksi, Keterangan 

Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa atau hal yang secara 

umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.23  

 

b. Pertimbangan Non-Yuridis  

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengisyaratkan bahwa hakim 

 
21 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.101. 
22 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 

hlm 193. 
23 Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, No. 8 Tahun 1981, LN No. 

76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 184. 
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wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal tersebut merupakan 

dasar pertimbangan non yuridis (filosofis dan sosiologis), hal hal 

yang mempengaruhi yaitu perbuatan terdakwa, akibat yang 

ditimbulkan, dan kondisi terdakwa, serta nilai-nilai yang 

meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. 

3. Teori Pemidanaan 

Teori pemidanaan ini merupakan upaya untuk memberikan 

nestapa/hukuman pada para pelaku tindak pidana seperti hukuman 

diibaratkan sebagai pembalasan, teori relatif dan teori gabungan, 

pembalasan menitik beratkan pada hukuman yang diberikan karena adanya 

kejahatan yang dilakukan, karena kejahatan itu telah menimbulkan 

penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya vergelding sipelaku harus 

diberi penderitaan.24 Teori Relatif ini penentangan bagi teori pembalasan, 

pidana bukan sebagai pembalasan namun untuk mewujudkan ketertiban di 

dalam masyarakat. Dalam teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai 

pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan 

bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dengan 

demikian tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan 

umum yang ditujukan pada masyarakat.25 

 
24 Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana, (Tanjung pinang: Umrah Press, 2021), hlm 7. 
25 Ibid, hlm 9.  
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Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas 

kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, 

gabungan (teori absolut dan teori relatif) ini diharapakan dapat menjawab 

mengenai apa tujuan dari pemidaan, teori ini beranggapan bahwa memang 

penting dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana namun juga 

sering kali lupa akan dampak dari kejahatan tersebut, sehingga disamping 

diberikan hukuman bagi pelaku, dari segi masyarakat yang dirugikan juga 

harus mendapatkan pemulihan keadaan sehingga ketertiban yang 

seharusnya dapat berjalan kembali dengan tentram. 

 

G. Metode Penelitian 

Pencapaian objek penelitian dapat diperoleh dengan melalui cara 

kerja secara ilmiah.  

1. Jenis Penelitian  

Pada penelitian ini penulis menggunakan Jenis Penelitian Normatif 

(law in books) yaitu menginterpretasikan secara preskriptif tentang hukum 

sebagai suatu sistem konseptual dan hukum sebagai sistem hukum positif.26 

Lebih lanjut bahwa penelitian normatif mengkaji dan menelusuri berbagai 

literatur buku, jurnal, teori dan juga asas asas hukum studi dokumen serta 

menggunakan berbagai data terkait seperti peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 
26 Nurul Qamar dan Muhammad Syarif, Metode Penelitian Hukum (Legal Resech 

Methods), (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), hlm 2. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu: 

a. Pendekatan Perundang Undangan (Statute Approach).  

Pendekatan yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan 

perundang-undangan sebagai bahan dasar atau patokan utama dalam 

melakukan kajian terhadap penelitian yang sedang dilakukan, konsistensi 

dan keserasiaan undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya 

atau regulasi dan juga antara undang-undang dengan undang-undang 

dasar.27 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach). 

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara membaca serta memahami 

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang disedang diteliti yang 

telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, dengan hal tersebut mampu melihat apakah telah sesuai dengan 

prinsip-prinsip dan nilai kebenaran dari suatu masalah, yang kemudian 

sebagai bahan dalam memecahkan masalah. 

3. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer. 

 
27 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Kharisma Putra 

Utama, 2005), hlm 133. 
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Merupakan norma hukum yang dapat berupa hasil produk lembaga 

negara berupa Undang-undang serta berbagai peraturan lain dibawahnya 

yang berkaitan dengan hukum pidana, dan juga berupa data dan fakta yang 

tertuang secara langsung dapat diperoleh dengan membaca putusan yang 

telah diucapkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dan 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Peraturan perundang-undangan yang 

digunakan dalam penelitian ini : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75). 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

127). 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209) 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5062). 

5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 52) 
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b. Bahan Hukum Sekunder. 

Merupakan bahan kedua sekaligus penjelasan bahan hukum primer 

(utama), bahan hukum yang digunakan yang terdiri atas buku buku teks 

terkait pandangan sarjana, jurnal, makalah serta lainya yang memiliki 

keterkaitan dengan objek penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier.  

Bahan yang memberikan petunjuk informasi atau makna tambahan 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang masih 

lingkup dari penelitian terdiri dari kamur besar bahasa indonesia, kamus 

hukum, ensiklopedia, berita ataupun dokumen non-hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pencarian 

studi keputakaan (library research), terhadap buku buku, dan bahan pustaka 

lainnya sesuai dengan objek yang diteliti, serta dokumen-dokumen bersifat 

resmi lainnya. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum. 

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi 

atau hubungan yang ada, peneliti melakukan analisis terhadap bahan yang 

telah dikumpulkan lalu diuraikan kedalam bentuk bentuk kata-kata yang 

dapat dihubungkan menjadi kalimat sistematis.28 

 
28 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008), hlm 58. 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan. 

Pada penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif 

dengan menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum 

terlebih dahulu kemudian mengerucut pada fakta-fakta khusus sehingga 

dapat menjawab dari rumusan permasalahan mudah untuk dipahami dan 

sesuai dengan tujuan penelitian. 
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